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ABSTRAK
:  
a.  
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, pemanfaatan kayu dan atau non kayu dapat berupa usaha pemanfaatan hutan alam dan hutan tanaman;

b. 
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pemanfaatan hutan, produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu;

c. 
bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu.
-
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No.41 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; PP No.27 Tahun 1983; PP No.6 Tahun 2007; PP No.38 Tahun 2007; Permen Kehutanan No.P.26/Menhut-II/2007; Permen Kehutanan No.P.55/Menhut-II/2006; Permen Kehutanan No.P.18/Menhut-II/2007; Permen Kehutanan No.P.35/Menhut-II/2007; Permen Kehutanan No.P.46/Menhut-II/2009.
-

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dengan sistematika  sebagai berikut:

a. Ketentuan Umum;

b. Tatacara permohonan;

c. Pemberian perizinan;

d. Hak dan Kewajiban;

e. Pengawasan dan pengendalian;

f. Berakhirnya izin pengelolaan sarang burung walet

g. Sanksi administrasi;

h. Penyidikan;

i. Ketentuan peralihan;

j. Ketentuan Penutup

STATUS

:    -     Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

· Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

· Diundangkan pada tanggal 27 Juli 2012.

CATATAN
:
- 
Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu adalah izin untuk melakukan pengambilan hasil hutan kayu meliputi pemanenan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran untuk jangka waktu dan volume tertentu di dalam hutan produksi;

·   Izin Pemunutan Hasil Hutan Bukan Kayu adalah izin dengan segala bentuk kegiatan untuk mengambil hasil hutan bukan kayu antara lain rotan, madu, buah-buahan, getah-getahan, tanaman obat dan lain sebagainya di dalam hutan lindung dan atau hutan produksi.

